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Yata FIengantar

Puji dan Syukur penulis kepada Allah Swt, atas segala karunia dan
kesempatan sehingga nikmat yang Allah Swt, berikan penulis
dapat menyelesaikan buku tentang Hukum Kenegaraan dan
Pemerintahan Islam, yang dapat digunakan oleh mahasiswa
sebagai refrensi dan pengayaan terhadap ilmu pengetahuan hukum
kenegaraan dan pemerintahan Islam. Sholawat serta salam, penulis
haturkan kepada Rasulullah Saw, sebagai Nabi akhir zaman yang

menjadi tauladan bagi umat manusia.

Buku dengan judul Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan Islam,
merupakan buku refrensi yang mencoba untuk menganalisis Al
Siydsah  al-Syar’iyyah  dalam  persepektif kenegaraan dan
pemerintahan dari zaman Rasulullah sabagai pemimpin umat
Islam dan setelahnya dengan menggunakan pendekatan dalam
persepektif perkembangan kenegaraan, pemerintahan dan
pemerintahan modern saat ini.

Paradigma dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan Islam tentu
mendasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunah, tetapi dalam
perkembangan negara-negara modern, sekat atas negara negara
melalui syarat terbentuknya negara tentu perlu dikaji dari sudut
pandang Al Siydsah al-Syar’iyyah, dimana hakikatnya pelaksanaan
kenegaraan berdasarkan kepada nilai-nilai Il4hiyah. Oleh karena itu,
buku ini mencoba menyajikan secara sederhana dimulai dari nilai-
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nilai dasar Islam dan pola kenegaraan serta pemerintahan dalam
dimensi Al Siydsah al-Syar’iyyah.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Para Wakil Dekan,
Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memfasilitasi publikasi buku ini
sebagai refrensi dalam rangka peningkatan akademik serta kolega
akademik Dosen Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Tak lupa rasa syukur disampaikan penulis atas segala untaian doa
yang selalu mengadahkan tangan di tengah malam yaitu kedua
orang tua (Abah dan Mamah), yang setiap langkah selalu penuh
doa. Teruntuk Istri tercita penulis Novita Ferriani, Amd Keb. yang
selalu sabar dalam melangkah bersama dan anak-anak tercita
Muhammad Althaf Al Muluk dan Almira Fatimatul Zahra, yang
selalu menjadi lentera penulis dalam kedamaian hati dalam

mengarungi hidup dan menjadikan ayah selalu tangguh.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam pembahasan pada setiap
bab-bab, semoga karya yang sederhana ini tetap memberikan
kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahun. Amin

Penulis,

Fatkhul Muin
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